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Abstrak
 

Perjanjian perkawinan merupakan salah satu bentuk perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak dalam

perkawinan dengan tujuan untuk menyimpangi ketentuan hukum harta kekayaan perkawinan dan

mempunyai dampak terhadap pihak ketiga terkait. Adanya ketidakjelasan dalam peraturan prosedur

pencatatan perjanjian perkawinan menghasilkan ketidakpastian hukum. Sedangkan, pencatatan perjanjian

perkawinan merupakan tindakan hukum yang membuat perjanjian perkawinan itu berlaku terhadap pihak

ketiga. Skripsi ini ditujukan untuk memahami pengaturan dan ketentuan mengenai perjanjian perkawinan itu

sendiri terutama mengenai prosedur pencatatatannya. Selain itu, skripsi ini juga ditujukan untuk

menganalisis pertimbangan Hakim dalam Penetapan No. 333/Pdt.P/2015/PN.Bdg dan Penetapan No.

183/Pdt.P/2016/PN.Smg yang membahas mengenai permohonan pencatatan perjanjian perkawinan yang

terlambat dicatatkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis

normatif, dimana penelitian dilakukan terhadap hukum positif dan kaidah hukum. Tipe penelitian yang

digunakan adalah deskriptif analitis yang menganalisa suatu gejala tertentu. Pertimbangan Hakim dalam

kedua penetapan terkait masih sangat kurang, Hakim sekali tidak mempertimbangkan aspek alasan

keterlambatan, jangka waktu keterlambatan, aspek pencatatan perjanjian perkawinan, keberlakuan perjanjian

perkawinan, dan juga kewenangan dari Hakim dalam melakukan penemuan hukum. Sedangkan, ketentuan-

ketentuan tersebut sangat penting untuk dipertimbangkan mengingat Akta Perkawinan merupakan Akta

Catatan Sipil yang bila akan diubah, dalam hal ini ditambahkan Akta Perjanjian Perkawinan, membutuhkan

Keputusan atau Penetapan Hakim. Seharusnya, terkait dengan pencatatan perjanjian perkawinan ini,

Pemerintah sebagai regulator menciptakan peraturan perundang-undangan yang lebih jelas sehingga

memberikan kepastian hukum. Selain itu, Hakim sebagai penegak keadilan seharusnya lebih menggali dan

meneliti informasi dan ketentuan hukum dengan lebih baik lagi.

<hr><i>Nuptial agreement is a written agreement made by the parties in marriage to deviate the legal

provisions of marital property and has impacts to related third party. The lack of clarity in the rules for the

registration of the nuptial agreement induces legal uncertainty. Meanwhile, the registration of a nuptial

agreement is a mandatory legal action to make itself valid for third parties. This thesis intends to

comprehend the arrangements and provisions regarding the nuptial agreement itself, especially regarding the

procedure for the registration of the nuptial agreement. In addition, this thesis also intends to analyze the

Judges judgments in Court Establishment No. 333/Pdt.P/2015/PN.Bdg and Court Establishment No.

183/Pdt.P/2016/PN.Smg regarding the registration application of the delayed nuptial agreement registration.

The research method used in this thesis writing is normative juridial research, which is conducted on

positive law and legal rules. The method type used in this thesis writing is descriptive analytic which is used
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to analyze a problem. Judges considerations in the two related court establishment are still lacking,

considering that the Judge did not consider the aspects of the delay, the period of delay, the aspects of the

nuptial agreement registration, the validity of the nuptial agreement, and also the authority of the Judge in

rechtsvinding. Whereas, those aspects are very important to be considered in relation that the Marriage

Certificate is a Civil Registration Deed which if it is to be amended, in this case the Deed of Nuptial

Agreement is added, it requires a Decision or Determination of the Judge. The Government as regulator

should create clearer laws and regulations that provide legal certainty in relation to the registration of nuptial

agreement. In addition, the Judge as enforcers of justice should better explore and examine information and

legal provisions.</i>


